
BUPATI HALIfiAIITRA BARAT

JAILOLO
KTPUTUSAIT BIIPATI IIALMAIIERA BARAT

NOMOR 69 /KPTS/ I l2Afi
TENTAT{G

PEIfiNIJT'KAI{ BEtrDAHARA PEITCELIIARAIT
PAI'A SAfT'AI$ XT:R.'A DIISAS SOSIAL

KABIIPATTIT HALIIAIIERA BARAT
TAHIII{ AITGGARAIT 2OI7

AUPATI IIAI,IIAHERA BARIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangla tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Feraturart
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksarraan prograr'r darr kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial
Kabupaten Hatrnahera Barat Tahun Anggaran 2Al71'

b. bahwa saudari RTYATTI ABBAS yang diusulkan oleh
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat, selaku
pejabat pellgguna anggaran dianggap cakap dan
memenuhi syarat serta mam.pu melaksanakan tugas
kebendaharaan dalarn rangka pelaksanaart Anggaran pada
Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahrnra berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
kerja Dinas Sosiatr Kabupaten Hatrrnahera Barat Tahun
Anggaran zOfi.

Mengiregat : 1. Undanyundang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatarrtra Tingkat I Maluku Ineniadi
Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Fembahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

3. Undangundang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halrnahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupatea Halm.atrera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

4" Undang-undang Nornor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun
Perbendah ar aar: Negara;

2AO4 tentang
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6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangal antara Pemerintah Pusat dan
Daeran;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pen gelola an Keu ar,.gan D aer ah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6

Tahun 2076 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2Arc

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmallera Barat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2077;

l4.Peraturan Bupati HaimaheraBarat i'{omor 11 Tahun 2416
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatal dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2417;

Surat Usulan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera
Barat Nomor : a6ol23lll2ol7 tanggal, Januai 2017,
Perihal: Usulan Bendahara Pengeluaran dan Barang.

MEMUTUSKAI{ :

Menunjuk Saudari RfYATNI ABBAS NIP' L9781O22
2OlOOl 2 AO2 sebagai Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2Afi dengan atasan langsungnya Kepala
Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat'

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perunciang-undaagan yarlg
berlaku.

Spesi{ikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

KETIGA
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SPECTMEN
BDNDAIIANA PENGETUARAN

TANDA TANGAN PAF.{F

ry

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah ub.L
Ass. Bid. Pem & Adm. Urnum U
Kadis Sosial [r/
Kabag. Hukum & Orgs Ury

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : l"z )dtAua-n' 2Ot7

Tembusan: Disampaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofif,i,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur lnspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepaia BPKD Kab. Halrrrahera Barai di .iaiiolo
6. Kepala Dinas Sosial Kab. Hatmahera Barat di Jailoto
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

$uretr TTALMAHERA BARAT,

/


